KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO TAHUN 2021

NAMA ENTITAS

Tujuan
Penyelarasan

Nama Sub Kegiatan :

KKPR-1.1

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Kegiatan ini mendukung sasaran OPD untuk
Meningkatnya Kesertaan Ber-KB Untuk Meminimalkan
Pertumbuhan Penduduk

Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan
(IMP)

A. DATA AWAL
No. | Butir Kegiatan Uraian
1 Sasaran Indikator | Jumlah Kader yang Mendapatkan Operasional
Kegiatan
Apakah indikator sasaran telah memenuhi kriteria :
a. Spesifik Ya / Fidak
b. Dapat diukur Ya / FHdak
c. Dapat dicapai Ya / Fdak
d. Relevan Ya / Fidak
e. Terikat Waktu Ya / Fidak
2 Tujuan Kegiatan | Peningkatan kinerja Kader (PPKBD dan Sub
PPKBD) dalam melaksanakan penyuluhan Program
KB kepada masyarakat
3 Tujuan Meningkatnya Pelaksanaan KB Untuk
Organisasi Mengendalikan LPP
4 Misi Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Aman,
Tenteram, dan Damai Berdasarkan Nilai-Nilai Agama
dan Hukum Melalui Permberdayaan Masyarakat,
Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran
5 Visi Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera Dan
Berdaya Saing
B. SASARAN DAN TUJUAN YANG DISELENGGARAKAN
No Butir Sub Uraian
Kegiatan
1) 2) 3)
1. Sasaran Sub Peningkatan kualitas SDM Kader (PPKBD dan Sub
Kegiatan PPKBD) sebanyak 474 Kader dan 3683 Sub Kader.
2 Tujuan Sub Peningkatan kinerja Kader (PPKBD dan Sub
Kegiatan PPKBD) dalam melaksanakan penyuluhan Program
KB kepada masyarakat




Nama Entitas

KKPR-1.2

PEMAHAMAN PROSES BISNIS (BUSINESS PROCESS)

: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Nama Sub Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan
Kegiatan (IMP)
A. PROSES BISNIS
1. Bagan Alir : terlampir
2. Prosedur : terlampir
3. Prosedur Pengendalian yang ada : terlampir
4. Formulir dan Instrumen pengendalian lainnya -
B. DATA SUB KEGIATAN
N Elemen Uraian
1 | Anggaran Rp. 2.301.394.400,00.
2 Ruang Lingkup Masyarakat yang berstatus menjadi Kader
3 | Waktu 12 Bulan
4 | Lokasi Seluruh Desa se-Kabupaten Lamongan
5 Input Jumlah Dana yang tersedia
6 | Output Peningkatan Kinerja Kader melalui 474 kader
dan 3683 sub kader yang mendapat
operasional penyuluhan
7 Pihak Terkait Masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan
oleh kader
8 | Ketentuan/Peraturan Juknis Pelaksanaan Kegiatan BOKB dari
yang relevan BKKBN
9 Sarana dan Prasarana -




KKPR 1.3
NAMA ENTITAS : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
NAMA SUB KEGIATAN : Dukungan Operasional Untuk Kader

NO

PENGARUH KELEMAHAN

TEMUAN BPK/APIP REFERENSI TERHADAP PENCAPAIAN TUJUAN

€))

2) (©) (4)

Tidak Ada temuan - -




NAMA ENTITAS

NAMA SUB KEGIATAN

KELUARGA BERENCANA

KKPR-2.1

- DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

: Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan

mengakibatkan resiko yaitu Kader dan Sub
Kader tidak dapat melakukan penyuluhan
dan pendataan dalam pertemuan yang
dihadiri banyak orang. Honor yang
diberikan kepada Kader dan Sub Kader
adalah Honor untuk melakukan pendataan
keluarga dan juga honor untuk melakukan
penyuluhan mandiri kepada masyarakat.

(IMP)
DAMPAK
NO SUMBER
URAIAN PIHAK YANG TERKENA
@ 2 3 4
1. Metode PSBB dan PPKM merupakan kendala yang | Masyarakat Luas dan

Dinas




NAMA ENTITAS
NAMA SUB KEGIATAN

A. SKALA DAMPAK

: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMONGAN
: DUKUNGAN OPERASIONAL UNTUK KADER

KKPR. -2.2

TINGKAT DAMPAK
NO PERNYATAAN RESIKO KATEGORI INDIKATOR SANGAT SANGAT
KECIL KECIL SEDANG | BESAR BESAR
1) ) 3 (4) ®) (6) @) 9
1. | Pendataan keluarga dan Penyuluhan | Sosial Jumlah Kerugian
kepada masyarakat dapat terkendala
karena kebijakan PSBB (Pembatasan
Sosial Berskala Besar) dalam pertemuan
yang dihadiri banyak orang.
» 1Juta
B. SKALA KEMUNGKINAN
SKALA KEMUNGKINAN
TINGKAT SANGAT CUKUP SANGAT
NO PERNYATAAN RESIKO KEMUNGKINAN JARANG JARANG SERING SERING SERING
1 2 3 4 5
() 2) (4) ®) (6) () (8 ©)]
3

Pendataan keluarga dan Penyuluhan
kepada masyarakat dapat terkendala
karena kebijakan PSBB (Pembatasan
Sosial Berskala Besar) dalam pertemuan
yang dihadiri banyak orang.




NAMA ENTITAS
NAMA SUB KEGIATAN

PENYUSUNAN DAFTAR RESIKO

KKPR.-3.1

: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMONGAN
: Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).

dan Penyuluhan
kepada masyarakat
dapat terkendala
karena kebijakan
PSBB (Pembatasan
Sosial Berskala
Besar) dalam
pertemuan yang

dihadiri banyak orang.

disebabkan
oleh Kebijakan
Pemerintah
dalam PSBB
dan PPKB

(Controllable)

merupakan kendala yang
mengakibatkan resiko
yaitu Kader dan Sub
Kader tidak dapat
melakukan  penyuluhan
dan pendataan dalam
pertemuan yang dihadiri
banyak orang. Honor
yang diberikan kepada
Kader dan Sub Kader
adalah  Honor  untuk
melakukan pendataan
keluarga dan juga honor
untuk melakukan
penyuluhan mandiri
kepada masyarakat.

pendataan keluarga
dengan cara
mendatangi rumah-
rumah warga, dan
melaksanakan

penyuluhan dengan

sedikit peserta
pertemuan sesuai
dengan protocol
kesehatan dalam

rangka pandemi covid-
19.

PERNYATAAN PENYEBAB PENGENDALIAN
NO PEMILIK SISA RESIKO
RESIKO SUMBER u/C URAIAN YANG ADA
1) 2) 4) ©) (6) () (8) 9)
1. | Pendataan keluarga | Kader dan Sub Kader | Resiko tersebut | C PSBB dan PPKM | Tetap melaksanakan | Masih ada resiko jika

data yang dibutuhkan
belum maksimal dapat
terkumpul dan lebih

kecilnya peserta
penyuluhan  karena
adanya kebijakan

PSBB dan PPKM.




NAMA ENTITAS
NAMA SUB KEGIATAN

A. STATUS RESIKO

KKPR. -3.2

- DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMONGAN
: DUKUNGAN OPERASIONAL UNTUK KADER

kendala yang mengakibatkan
resiko yaitu Kader dan Sub
Kader tidak dapat melakukan
penyuluhan dan pendataan
dalam pertemuan yang dihadiri
banyak orang. Honor yang
diberikan kepada Kader dan Sub
Kader adalah Honor untuk
melakukan pendataan keluarga
dan juga honor untuk melakukan
penyuluhan mandiri  kepada
masyarakat.

penyuluhan Program Pembangunan
Keluarga, Kependudukan dan
Keluarga Berencana yang dilakukan
oleh kader/ sub kader tidak dapat
dilaksanakan secara maksimal

dengan R 1 PUS dan F1 Dal yang
merupakan formulir pendataan
keluarga tidak dapat maksimal dipenuhi
sesuai target. Begitupun dengan target
penyuluhan Program Pembangunan
Keluarga, Kependudukan dan Keluarga
Berencana yang dilakukan oleh kader/
sub kader tidak dapat dilaksanakan
secara maksimal.

NO PERNYATAAN RESIKO KEMUNGKINAN DAMPAK TINGKAT PENJELASAN
URAIAN NILAI URAIAN NILAI | RESIKO

@) 2 4 ) (6) ) 8 ©9)

1. | PSBB dan PPKM merupakan | Kegiatan Pendataan keluarga dan | 3 Data keluarga yang dibutuhkan sesuai | 2 6




B. PETA RESIKO

TINGKAN KEMUNGKINAN

TINGKAT DAMPAK

URAIAN

KEMUNGKINAN

SANGAT KECIL

KECIL

SEDANG

SANGAT BESAR

1

3

5

€Y

)

I O N

SANGAT SERING

SERING

CUKUP SERING

JARANG

5
4
3
2

SANGAT JARANG

1




Pemerintah Kabupaten Lamongan
Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan

Nama Kegiatan
Tujuan Sub Kegiatan

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

: Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
: Peningkatan kinerja Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) dalam melaksanakan penyuluhan Program KB kepada masyarakat

TARGET PENANGGUNG
NO PERNYATAAN RISIKO URAIAN RTP WAKTU JAWAB KETERANGAN
€)) 2) 3 (4) ®) (6)
1. | PSBB dan PPKM merupakan kendala yang | Tetap melaksanakan pendataan keluarga | 1 Tahun PPTK Kegiatan

mengakibatkan resiko yaitu Kader dan Sub
Kader tidak dapat melakukan penyuluhan
dan pendataan dalam pertemuan yang
dihadiri banyak orang. Honor yang
diberikan kepada Kader dan Sub Kader
adalah Honor untuk melakukan pendataan
keluarga dan juga honor untuk melakukan
penyuluhan mandiri kepada masyarakat.

dengan cara mendatangi rumah-rumah
warga, dan melaksanakan penyuluhan
dengan sedikit peserta pertemuan sesuai
dengan protocol kesehatan dalam rangka
pandemi covid-19.




Pemerintah Kabupaten Lamongan
Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan

Nama Sub Kegiatan
Tujuan Sub Kegiatan

REALISASI PELAKSANAAN RTP

: Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
: Peningkatan kinerja Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) dalam melaksanakan penyuluhan Program KB kepada masyarakat

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

REALISASI RTP

NO PERNYATAAN TARGET | PENANGGUNG REALISASI PELAK
RESIKO URAIAN RTP WAKTU JAWAB URAIAN WAKTU SANA
) ) 3 4) ) 3 4 )
1. PSBB dan PPKM | Tetap melaksanakan 1 Tahun | PPTK Perlu dilaksanakan sosialisasi kepada Kader dan sub | 1 Tahun PPTK
merupakan kendala | pendataan keluarga dengan Kader untuk melaksanakan aktivitas pendataan

yang mengakibatkan
resiko yaitu Kader dan
Sub Kader tidak dapat
melakukan

penyuluhan dan
pendataan dalam
pertemuan yang

dihadiri banyak orang.

cara mendatangi rumah-
rumah warga, dan
melaksanakan penyuluhan
dengan sedikit pesertd
pertemuan sesuai dengan
protocol kesehatan dalam
rangka pandemi covid-19.

keluarga dan penyuluhan Program Pembangunan
Keluarga, kependudukan, dan Keluarga Berencana
sesuai dengan kebijakan protocol kesehatan dalam
penanganan pandemic covid-19.

Data yang diperlukan dengan adanya PPKM dan
PSBB ini memang belum terkumpul optimal karna
belum semua kader/ sub kader memahami teknologi
gadget karena terbiasa manual dalam
mengumpulkan data.

Begitupun dengan penyuluhan yang belum bisa
terlaksana optimal. Peserta penyuluhan yaitu
masyarakat luas yang menjadi sasaran penyuluhan
juga berkurang dari target yang ditetapkan.

10




KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO TAHUN 2021

NAMA ENTITAS

Tujuan
Penyelarasan

Nama Sub Kegiatan :

KKPR-1.1

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Kegiatan ini mendukung sasaran OPD untuk
Meningkatnya Kesertaan Ber-KB Untuk Meminimalkan
Pertumbuhan Penduduk

Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,
BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga / UPPKS)

A. DATA AWAL

No. | Butir Kegiatan Uraian
1 Sasaran/Indikator | Jumlah remaja yang mendapatkan pembinaan
Kegiatan tentang Kespro
Jumlah Kader Pengelola Bina Keluarga Remaja yang
mendapat pembinaan
Apakah indikator sasaran telah memenuhi kriteria :
a. Spesifik Ya / Fdak
b. Dapat diukur Ya / Fdak
c. Dapat dicapai Ya / Fdak
d. Relevan Ya / Fdak
e. Terikat Waktu Ya / Fdak
2 Tujuan Sub | Meningkatnya anggota kader BKR yang ber-KB
Kegiatan
3 Tujuan Meningkatnya Pelaksanaan KB Untuk
Organisasi Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk
4 Misi Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Aman,
Tenteram, dan Damai Berdasarkan Nilai-Nilai Agama
dan Hukum Melalui Permberdayaan Masyarakat,
Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran
5 Visi Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera Dan
Berdaya Saing
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B. SASARAN DAN TUJUAN YANG DISELENGGARAKAN

No | Butir Kegiatan Uraian

1) 2) 3)

1 | Sasaran Sub Peningkatan jumlah pengetahuan tentang Ketahanan
Kegiatan Remaja dan Kesehatan Reproduksi bagi peserta

pembinaan

2 Tujuan Sub Meningkatnya kesertaan ber-KB terutama anggota

Kegiatan kader BKR;

12




NAMA ENTITAS

KKPR-1.2

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

PEMAHAMAN PROSES BISNIS (BUSINESS PROCESS)

Nama Sub : Promosidan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan
Kegiatan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)
C. PROSES BISNIS
5. Bagan Alir : terlampir
6. Prosedur : terlampir
7. Prosedur Pengendalian yang ada : terlampir
8. Formulir dan Instrumen pengendalian lainnya  : -
D. DATA KEGIATAN
N Elemen Uraian
1 Anggaran Rp. 50.000.000,00
2 Ruang Lingkup Remaja dan Anggota Keluarga BKR
3 | Waktu 12 Bulan
4 Lokasi Kabupaten Lamongan
5 | Input Rp. 50.000.000,00
6 | Output Jumlah remaja yang mendapatkan pembinaan
tentang Kespro
Jumlah Kader Pengelola Bina Keluarga Remaja
yang mendapat pembinaan
7 Pihak Terkait Anggota BKR yang menerima pembinaan
8 Ketentuan/Peraturan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
yang relevan
9 Sarana dan Prasarana -

13




KKPR-1.3

NAMA ENTITAS . DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

IDENTIFIKASI KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERN

Nama Sub . Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan
Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,
BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga / UPPKS)
SC

dan Pengaruh Kelemahan
No | AOIl/Temuan BPK/APIP | Referensi / Terhadap Pencapaian
HC Tujuan

1) (2) 3) (4) ®)
1. -

Tidak ada temuan -
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NAMA ENTITAS

KKPR-2.1

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

PERUMUSAN STRUKTUR ANALISIS RISIKO

Nama Sub Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan
Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,
BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga / UPPKS)
No Sumber Dampak
Uraian Pihak yang Terkena
1) 2) 3) 4)
1 | SDM Penyampaian informasi yang Remaja sebagai

kurang jelas terkait kesehatan
reproduksi remaja dikhawatirkan
akan berdampak pemahaman
remaja dan perencanaan
keluarga yang tidak tepat di
masa depan.

peserta Pembinaan
Kespro

15




NAMA ENTITAS

DINAS

PENGENDALIAN

KELUARGA BERENCANA

PERUMUSAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO

PENDUDUK

KKPR-2.2

DAN

Nama Sub Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan
Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,
BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga / UPPKS)
A. SKALA DAMPAK
No Kategori | Indikator | Skala dan Definisi Level Dampak
Sangat | Kecil | Sedang | Besar | Sangat
Kecil 2 3 4 Besar
1 5
1) 2) 3) (4)
1 Finansial | Jumlah | < 1(1-2(2-4 4 — >10
Kerugian | Juta Juta | Juta 10 Juta
Juta
B. SKALA KEMUNGKINAN
No Tingkat Kemungkinan Penjelasan
1) (2) 3)
1 | Sangat Sedikit 1-5 orang
2 Sedikit 6-10 orang
3 | Cukup 11-15 orang
4 | Banyak 16-20 orang
5 Sangat Banyak > 20 orang

16




NAMA ENTITAS

Nama Sub
Kegiatan

PENYUSUNAN DAFTAR RISIKO

PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)

DAFTAR RISIKO

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KKPR-3.1

Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,

KIR¥) Pernyataan Pemilik Penyebab Pengendalian Sisa Risiko
Risiko Sumber u/C Uraian yang ada
1) 2) 3) 4) ©) (6) (7) (8)

1 Penyampaian Remaja Informasi C Informasi yang | Memberikan Terdapat sisa
informasi yang sebagai yang kurang (Controllable) | kurang jelas pembinaan yang | risiko jika kader
kurang jelas eserta jelas mengenai lebih jelas dan dan anggota
terkait kesehatan | Pembinaan pentingnya menyenangkan BKR tetap tidak
reproduksi remaja | kespro ber-KB dalam ingin ber-KB di
dikhawatirkan mengakibatkan | penyampaiannya | masa
akan berdampak kurangnya mendatang
pemahaman ketertarikan
remaja dan Anggota BKR
perencanaan untuk ber-KB
keluarga yang di masa
tidak tepat di mendatang
masa depan.

17



NAMA ENTITAS

Nama Sub
Kegiatan

PENYUSUNAN STATUS DAN PETA RISIKO

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)

A.  STATUS RISIKO

KKPR-3.1

Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,

pentingnya ber-
KB
mengakibatkan
kurangnya
ketertarikan
Anggota BKR
untuk ber-KB di
masa mendatang

KIR Penyebab Risiko Kemungkinan Dampak Tingkat Risiko Penjelasan
Uraian Nilai Uraian Nilai
1) (2) 3 4) 5) (6) (7) = (4)x(6) (8)
1 Informasi yang Sedikit 2 Kecil 2 4 Menurunnya potensi
kurang jelas Anggota BKR untuk ber-
mengenai KB akan menyebabkan

potensi bertambahnya
pertumbuhan penduduk,
sehingga dapat
mempengaruhi tujuan
organisasi yaitu
mengendalikan Laju
Pertumbuhan Penduduk

18
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B. PETARISIKO

Tingkat Kemungkinan

Sangat Kecil Kecll Sedang Besar Sangat Besar
Uraian Kemungkinan 1 2 3 4 5
Sangat Sering | 5
Sering 4
Cukup 3
Jarang 2
1

Sangat Jarang

20




KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO TAHUN 2021

KKPR-1.1
NAMA ENTITAS . DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
Tujuan :  Kegiatan ini mendukung sasaran OPD untuk
Penyelarasan Meningkatnya Kesertaan Ber-KB Untuk Meminimalkan
Pertumbuhan Penduduk
Nama Sub Kegiatan : Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat

Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke
Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan

Jejaringnya
C. DATA AWAL
No. | Butir Kegiatan Uraian
1 Sasaran Indikator | Fasilitas Kesehatan KB
Kegiatan
Apakah indikator sasaran telah memenubhi kriteria :
f. Spesifik Ya / Fidak
g. Dapat diukur Ya / Fidak
h. Dapat dicapai Ya / Hdak
i. Relevan Ya / Fidak
j. Terikat Waktu Ya / Fdak
2 Tujuan Sub | Pemenuhan kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi
Kegiatan di Fasilitas Kesehatan KB yang menjadi jejaring KB
3 Tujuan Meningkatnya Pelaksanaan KB Untuk
Organisasi Mengendalikan LPP
4 Misi Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Aman,
Tenteram, dan Damai Berdasarkan Nilai-Nilai Agama
dan Hukum Melalui Permberdayaan Masyarakat,
Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran
5 Visi Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera Dan
Berdaya Saing

D. SASARAN DAN TUJUAN YANG DISELENGGARAKAN

No Butir Sub Uraian
Kegiatan
1) 2) 3)
1. Sasaran Sub Fasilitas Kesehatan KB
Kegiatan
2 Tujuan Kegiatan Pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi di
fasilitas Kesehatan KB yang menjadi Jejaring KB

21



NAMA ENTITAS

Nama Sub Kegiatan

KKPR-1.2
: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

PEMAHAMAN PROSES BISNIS (BUSINESS PROCESS)

Pengendalian  Pendistribusian  Alat dan  Obat
Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke
Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

E. PROSES BISNIS
9. Bagan Alir : terlampir
10. Prosedur : terlampir
11. Prosedur Pengendalian yang ada : terlampir
12. Formulir dan Instrumen pengendalian lainnya ;-
F. DATA KEGIATAN
N Elemen Uraian
1 Anggaran Rp. 140.458.000,00
2 Ruang Lingkup Fasilitas Kesehatan KB
3 | Waktu 12 Bulan
4 Lokasi Fasilitas Kesehatan KB yang teregister
5 Input
6 | Output Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat
Konstrasepsi
7 Pihak Terkait Petugas Stock Opname Alat dan Obat
Kontrasepsi di fasilitas Kesehatan KB yang
teregister
8 Ketentuan/Peraturan Juknis Pelaksanaan Kegiatan BOKB dari
yang relevan BKKBN
9 Sarana dan Prasarana -

22




KKPR 1.3

NAMA ENTITAS : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
NAMA SUB KEGIATAN . Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat

Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas

Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

NO

PENGARUH KELEMAHAN

TEMUAN BPK/APIP REFERENSI TERHADAP PENCAPAIAN TUJUAN

@)

2) (©) (4)

Tidak Ada temuan - -
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KKPR -2.1

NAMA ENTITAS : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
NAMA SUB KEGIATAN . Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat

Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke

Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan

Jejaringnya
DAMPAK
NO SUMBER
URAIAN PHAK YANG TERKENA

@ 2 3 4
1. Metode Pemenuhan alat kontrasepsi (IUD dan | Fasilitas Kesehatan dan

Implan) untuk beberapa fasilitas kesehatan | Akseptor

belum terpenuhi dikarenakan belum

sesuainya permintaan dengan stok opname

di gudang.
2. Metode Penumpukan stok alat kontrasepsi (PIil, Fasilitas Kesehatan

Suntik, dan Kondom) dikarenakan
pengiriman secara berkala sehingga
terkadang terjadi penolakan dari pihak
fasilitas kesehatan itu sendiri.
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KKPR. - 2.2
NAMA ENTITAS : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMONGAN
NAMA SUB KEGIATAN : Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan

dan Jejaringnya

C. SKALA DAMPAK

TINGKAT DAMPAK
NO PERNYATAAN RESIKO KATEGORI INDIKATOR SANGAT SANGAT
KECIL KECIL SEDANG | BESAR BESAR

@) 2) 3 4) ®) (6) () 8 9
1. | Fasilitas kesehatan mengalami | Operasinal Keterlambatan » Terlambatnya

kekurangan alat kontrasepsi (IUD dan waktu penggunaan alat

Implan) kontrasepsi oleh

Akseptor

2. | Fasilitas kesehatan mengalami Finansial Julmah kerugian > <ljuta

penumpukan stok alat kontrasepsi (Pil,

Suntik, dan Kondom)

D. SKALA KEMUNGKINAN
SKALA KEMUNGKINAN
TINGKAT SANGAT CUKUP SANGAT
NO PERNYATAAN RESIKO KEMUNGKINAN JARANG JARANG SERING SERING SERING
1 2 3 4 5

@) 2) 4 ®) (6) ) 8 (©)
1. | Fasilitas kesehatan mengalami kekurangan alat Sangat Jarang Skala 1

kontrasepsi (IUD dan Implan)
2. Fasilitas kesehatan mengalami penumpukan stok alat | Jarang Skala 2

kontrasepsi (Pil, Suntik, dan Kondom)
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KKPR. - 3.1

NAMA ENTITAS

NAMA SUB KEGIATAN

: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMONGAN

: Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan

dan Jejaringnya

NO | PERNYATAAN RESIKO PEMILIK PENYEBAB PENGENDALIAN YANG ADA SISA RESIKO
SUMBER u/c URAIAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. | Fasilitas kesehatan > Fasilitas Kesehatan Resiko tersebut C Kurang koordinasi antara Pihak fasilitas kesehatan Tidak ada
mengalami kesulitan memenuhi | disebabkan oleh | (Controllable) | pihak fasilitas kesehatan seharusnya melakukan
kekurangan alat permintaan Akseptor | perilaku manusia. dengan OPD sehingga permintaan sebelum stok
kontrasepsi (IUD dan |» Akseptor kesulitan terjadi kekurangan stok alat | alat kontrasepsi habis,
Implan) untuk menggunakan kontrasepsi (IUD dan sehingga pihak OPD juga
alat kontrasepsi Implan) pada fasilitas memiliki tenggang waktu
mereka kesehatan untuk mengirimkan alat
kontrasepsi.
2. | Fasilitas kesehatan > Alat kontrasepsi Stok terlalu C Kurang koordinasi antara Pihak OPD seharusnya Tidak ada
mengalami pada akhirnya rusak | banyak (Controllable) | pihak fasilitas kesehatan melakukan konfirmasi
penumpukan stok alat karena melebihi dengan OPD sehingga kepada fasilitas kesehatan
kontrasepsi (PIil, masa kadaluarsa terjadi penumpukan stok terkait kebutuhan fasilitas
Suntik, dan Kondom) alat kontrasepsi (Pil, Suntik, | kesehatan untuk alat
dan Kondom) pada fasilitas kontrasepsi (Pil, Suntik, dan
kesehatan Kondom)




KKPR. - 3.2

NAMA ENTITAS : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMONGAN
NAMA SUB KEGIATAN : Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan

dan Jejaringnya

C. STATUS RESIKO

NO PERNYATAAN RESIKO KEMUNGKINAN DAMPAK TINGKAT PENJELASAN
URAIAN NILAI URAIAN NILAI RESIKO
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Fasilitas kesehatan Sangat Jarang 1 3 2 3
mengalami kekurangan
alat kontrasepsi (IUD dan
Implan)
2. Fasilitas kesehatan Jarang 2 2 1 4
mengalami penumpukan
stok alat kontrasepsi (PIil,
Suntik, dan Kondom)
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D. PETA RESIKO

TINGKAN KEMUNGKINAN

TINGKAT DAMPAK

URAIAN KEMUNGKINAN SANGAT KECIL KECIL SEDANG BESAR SANGAT BESAR
1 2 3 4 5
(1) (2) () (6) 7)
SANGAT SERING 5
SERING 4
CUKUP SERING 3
JARANG 2
SANGAT JARANG 1
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KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO TAHUN 2021

KKPR-1.1
NAMA ENTITAS . DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
Tujuan . Kegiatan ini mendukung sasaran OPD untuk
Penyelarasan Meningkatnya Kesertaan Ber-KB Untuk Meminimalkan

Pertumbuhan Penduduk
Nama Sub Kegiatan : Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

C. DATA AWAL

No. | Butir Sub Uraian
Kegiatan

1 Sasaran/Indikator | Jumlah Frekuensi Pengantaran Pelayanan Akseptor
Sub Kegiatan Jumlah Akseptor Yang Mendapat Pelayanan

Kontrasepsi IUD Atau Implant

Jumlah Akseptor Yang Mendapat Pelayanan
Kontrasepsi Medis Operasi

Jumlah Akseptor Mop Yang Mendapatkan Reward
Apakah indikator sasaran telah memenuhi kriteria :

f. Spesifik Ya / Fdak
g. Dapat diukur Ya / Fdak
h. Dapat dicapai Ya / Fidak
i. Relevan Ya / Fidak
j. Terikat Waktu Ya / Fdak
2 Tujuan Sub | Peningkatan persentase peserta KB MKJP (Metode
Kegiatan Kontrasepsi Jangka Panjang)
3 Tujuan Meningkatnya Pelaksanaan KB Untuk
Organisasi Mengendalikan LPP
4 Misi Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Aman,

Tenteram, dan Damai Berdasarkan Nilai-Nilai Agama
dan Hukum Melalui Permberdayaan Masyarakat,
Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran

5 Visi Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera Dan
Berdaya Saing
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KKPR-1.2

PEMAHAMAN PROSES BISNIS (BUSINESS PROCESS)

Nama Entitas
NamaSub Kegiatan

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

G. PROSES BISNIS
13. Bagan Alir -
14. Prosedur : terlampir
15. Prosedur Pengendalian yang ada -
16. Formulir dan Instrumen pengendalian lainnya  : -
H. DATA KEGIATAN
No Elemen Uraian
1 Anggaran Rp. 2.164.983.000,00
2 Ruang Lingkup Seluruh Fasilitas Kesehatan KB
3 | Waktu 12 Bulan
4 Lokasi Kabupaten Lamongan
5 | Input Rp. 2.164.983.000,00
6 | Output Jumlah Frekuensi Pengantaran Pelayanan
Akseptor
Jumlah Akseptor Yang Mendapat Pelayanan
Kontrasepsi lud Atau Implant
Jumlah Akseptor Yang Mendapat Pelayanan
Kontrasepsi Medis Operasi
Jumlah Akseptor MOP Yang Mendapatkan
Reward
7 Pihak Terkait Akseptor KB, Tenaga Medis, Faskes KB
8 | Ketentuan/Peraturan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
yang relevan
9 Sarana dan Prasarana Alat kontrasepsi, Faskes KB, IUD Kit, Implant
Kit, Implant Removal, dan peralatan medis lain
yang disiapkan oleh Faskes KB.
D. SASARAN DAN TUJUAN YANG DISELENGGARAKAN
No | Butir Kegiatan Uraian
1) (2) 3)
1 | Sasaran Sub Peningkatan pelayanan kontrasepsi KB dengan
Kegiatan meningkatnya akseptor yang mendapat pelayanan
kontrasepsi KB
2 Tujuan Sub Peningkatan peserta KB MKJP melalui pelayanan
Kegiatan kontrasepsi KB yang baik
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KKPR-1.3

IDENTIFIKASI KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERN

Nama Entitas . Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kab. Lamongan

Nama Sub . Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi

Kegiatan Jangka Panjang (MKJP).

No Temuan BPK/APIP Referensi Pengaruh Kele_mahan_ Terhadap
Pencapaian Tujuan

1) (2) 3) (4)
1.

Tidak ada temuan - -
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KKPR-2.1
PERUMUSAN STRUKTUR ANALISIS RISIKO

Nama Entitas . Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Lamongan
Nama Sub . Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode
Kegiatan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
No Sumber Dampak
Uraian Pihak yang Terkena
1) (2) 3) 4)
1 | SDM Kegagalan Pemasangan Alat Akseptor KB

Kontrasepsi KB yang menyebabkan
ketidaknyamanan atau meningkatnya

kemungkinan hamil.

2. | Metode Kegagalan bisa terjadi karena metode
yang dilaksanakan dalam pemberian
atau pemasangan alat kontrasepsi
tersebut beum sesuai dengan

prosedur yang ada.
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KKPR-2.2
PERUMUSAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO

Nama Entitas . Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Nama Sub . Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode
Kegiatan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
C. SKALA DAMPAK
TINGKAT DAMPAK
NO PERNYATAAN RESIKO KATEGORI | INDIKATOR SANGAT KECIL KECGIL SEDANG | BESAR SANGAT
BESAR
) 2) 3 4 5 (6) () (8 9)
1. | Kegagalan Penggunaan Alat dan Obat | Kinerja Jumlah
Kontrasepsi (Alokon) yang mengakibatkan kegagalan alat
ketidaknyamanan atau bahkan bisa kontrasepsi
menimbulkan resiko kehamilan. » 1 Juta

D. SKALA KEMUNGKINAN

SKALA KEMUNGKINAN

TINGKAT SANGAT CUKUP SANGAT
NO PERNYATAAN RESIKO KEMUNGKINAN JARANG JARANG SERING SERING SERING
1 2 3 4 5
) 2) 4 ) (6) () (8) (©)
1. | Kegagalan Penggunaan Alat dan Obat 3

Kontrasepsi (Alokon) yang
mengakibatkan ketidaknyamanan atau
bahkan bisa menimbulkan resiko
kehamilan.
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NAMA ENTITAS
Tujuan Perumusan :

PENYUSUNAN DAFTAR RESIKO

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Tersusunnya Daftar Risiko yang memuat peristiwa, pemilik, penyebab, pengendalian yang sudah ada

KKPR-3.1

Nama Sub Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
Kegiatan
No. Pernyataan Risiko Pemilik Penyebab Pengendalian yang Sisa Risiko
Sumber uU/C Uraian ada
1) 2) 3) 4) 5) (6) (1) (8)
1 Kegagalan Akseptor KB yang Kesalahan C Kurangnya Mengadakan pelatihan | Terdapat sisa risiko
Penggunaan Alat dan | melakukan tenaga medis (Controllable) | ketelitian dari sertifikasi bagitenaga | jika masih terdapat
Obat Kontrasepsi pemasangan alat pemasang alat tenaga medis | medis untuk kelalaian atau human
(Alokon) yang kontrasepsi kontrasepsi dan kurangnya | pemasangan alat error dari tenaga
mengakibatkan atau kesalahan pengetahuan kontrasepsi mengenai | medis dalam
ketidaknyamanan atau ketidakpatuhan aksetor kb pemasangan alat memasang alat
bahkan bisa akseptor mengenai alat | kontrasepsij angka kontrasepsi atau
menimbulkan resiko dalam dan obat panjang yang baik dan | ketidakpatuhan
kehamilan. prosedur kontrasepsi benar. akseptor KB dalam
pelayanan Memberikan sosialisasi | mematuhi prosedur
kontrasepsi. dan pemberian pelayanan KB.
informasi terkait
penggunaan
kontrasepsi yang
efektif kepada
masyarakat.
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PENYUSUNAN STATUS DAN PETA RISIKO

KKPR-3.2

Nama Sub Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
Kegiatan
No Penyebab Risiko Kemungkinan Dampak Tingkat Penjelasan
Risiko
Uraian Nilai Uraian Nilai
1) 2) 3) 4) () (6) | (7)=(4)x(6) (8)

1. Kesalahan SDM Adanya human error atau 2 Akseptor KB 3 6 Kegagalan pemasangan kontrasepsi
atau kesalahan kurangnya ketelitian/ mengalami jangka panjang tersebut dapat
metode teknis ketepatan teknis dari ketidaknyamanan mengakibatkan drop out para akseptor
yang digunakan petugas medis yang hingga KB karena ketidaknyamanan yang

memasang Alat Kontrasepsi menimbulkan dirasakan, Lebih lanjut resiko
KB Metode Jangka Panjang. resiko kehamilan kehamilan yang masih bisa terjadi
yang tidak dapat menambah resiko sasaran OPD
diinginkan untuk menekan angka kelahiran tidak
tercapai.
2. Riwayat akseptor | Kegagalan bisa disebabkan | 2 Akseptor KB 3 6 Kegagalan merupakan resiko yang

KB yang memiliki
komplikasi
penyakit tertentu
dan masih
menggunakan alat

oleh pasien yang menderita
penyakit hematum, TBC,
ayan, pengaruh obat
penenang dan antibiotik

yang memiliki
pengaruh obat
komplikasi
penyakit tertentu
tidak efektif jika
menggunakan

terjadi disebabkan tidak efektifnya alat
kontrasepsi hormonal yang digunakan
dari pengaruh obat komplikasi
penyakit tertentu. Lebih lanjut resiko
kehamilan yang masih bisa terjadi
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kontrasepsi KB
Hormonal

alat kontrasepsi
yang hormonal

dapat menambah resiko sasaran OPD
untuk menekan angka
kelahiran tidak tercapai.

Penyimpanan alat
kontrasepsi yang
tidak sesuai
prosedur

Penyimpanan alat
kontrasepsi seharusnya
disimpan sesuai dengan
ketentuan masing-masing
prosedur yang berlaku.

Alat kontrasepsi
tidak tahan lama
sesuai dengan

yang seharusya

Pada alat kontrasepsi
penyimpanannya harus memenuhi
standar penyimpanan, seperti harus
disimpan pada suhu tertentu. Jika
penyimpanannya tidak sesuai dengan
prosedur, maka alat itu hanya bisa
digunakan 2 tahun saja dan jika
penyimpanannya baik maka bisa
digunakan sampai dengan 3 tahun.

Jadwal kunjungan
akseptor yang
tidak teratur

Kunjungan akseptor yang
tidak teratur sesuai dengan
jadwal yang seharusnya
dapat mempengaruhi tingkat
kegagalan penggunaan alat
kontrasepsi.

Alat kontrasepsi
menjadi tidak
efektif dalam
penggunaannya
juka tidak
didukung dengan
jadwal kunjungan
akseptor sesuai
dengan
prosedurnya.

Pada alat kontrasepsi jenis hormonal
semisal suntik, diperlukan keteraturan
kunjungan akseptor kb, sehingga
tenaga medis dapat memberikan
suntikan kb tersebut sesuai dengan
waktu yang ditetapkan.
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E. PETA RESIKO

TINGKAN KEMUNGKINAN

TINGKAT DAMPAK

URAIAN

KEMUNGKINAN

SANGAT KECIL

KECIL | SEDANG | BESAR

SANGAT BESAR

1

2 3 4

5

@)

(2)

SANGAT
SERING

SERING

CUKUP
SERING

JARANG

SANGAT
JARANG
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Pemerintah Kabupaten Lamongan
Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan

Nama Sub Kegiatan
Tujuan Sub Kegiatan

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

: Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
: Peningkatan peserta KB MKJP melalui pelayanan kontrasepsi KB yang baik

TARGET PENANGGUNG
NO PERNYATAAN RISIKO URAIAN RTP WAKTU JAWAB KETERANGAN
) 2 3 4 5) (6)
1. Kegagalan Penggunaan Alat | Perlu dilaksanakan audit 6 bulan PPTK Kegiatan | Perlu dilaksanakan audit medic pelayanan KB untuk bisa

dan Obat Kontrasepsi (Alokon)
yang mengakibatkan
ketidaknyamanan atau bahkan
bisa  menimbulkan resiko
kehamilan.

medic pelayanan KB ke
Fasilitas Kesehatan KB

mengkaji kasus komplikasi dan kegagalan penggunaan alat
dan obat kontrasepsi.

Pelaksanaanya memanfaatkan data dan infomasi yang
terkait sehingga teridentifikasi berbagai faktor penyebab
serta memperoleh solusi perbaikan dan disepakatinya jenis
intervensi lebih lanjut.

Kegiatan audit medic pelayanan kontrasepsi ini bertujuan
untuk meningkatkan mutu pelayanan medis KB dalam
rangka mendukung upaya peningkatan pelayanan
kesehatan reproduksi dan menurunkan angka kelahiran.
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REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Kabupaten Lamongan
Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan

Nama Sub Kegiatan  : Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
Tujuan Sub Kegiatan : Peningkatan kinerja Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) dalam melaksanakan penyuluhan Program KB kepada masyarakat

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN REALISASI RTP

NO PERNYATAAN TARGET | PENANGUNG REALISASI PELAK
RESIKO URAIAN RTP WAKTU JAWAB URAIAN WAKTU SANA

@) ) (©) (4) ©) (©) (4) ©)

1. Kegagalan | Perlu 6 Bulan | PPTK Belum dilaksanakan audit medik pelayanan | - -
Penggunaan Alat dan | dilaksanakan audit kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan KB
Obat Kontrasepsi | medic pelayanan
(Alokon) yang | KB ke Fasilitas
mengakibatkan Kesehatan KB
ketidaknyamanan atau
bahkan bisa
menimbulkan  resiko
kehamilan.
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KATA PENGANTAR

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Lamongan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi untuk
merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengendalian

penduduk dan keluarga berencana daerah.

Sesuai dengan peraturan Bupati Lamongan 23 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penilaian Resiko Pada Instansi Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lamongan, maka untuk meminimalisir dan mengandalikan
berbagai resiko kegiatan tersebut Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan membuat Mitigasi Resiko
Kegiatan sehingga hasil dari target kegiatan tersebut baik berupa output

maupun yang bersifat outcome dapat dicapai dengan maksimal.

Demikian Mitigasi Resiko Kegiatan DPPKB Tahun 2021 disusun,

semoga bisa terlaksana dan untuk menjadikan periksa.

Lamongan, Januari 2021

KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LAMONGAN

UMURONAMH, S.ST., M.Kes.
Pembina Tk. |
NIP. 19721111 199203 2 010




MITIGAST RESIKO
TAHUN 2021

L. i gy PR

DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA (DPPKB)
KABUPATEN LAMONGAN




